GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR | |4 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

: DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR N USA TENGGARA TIMUR,

-Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan reformasi
b birokrasi untuk _mewujudkan pemerintahan bebas
korupsi, meningkaﬁkan' kualitas pelayanan publik
dan. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas
kinerja dalam  penyelenggaraan  administrasi
pémerintahanv, vdiperluk.-an Standar Operasional
Prosedur Makro yang mendukung pelaksanaan
tugas pemerintahan lingkup Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

. dimaksud = pada huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional

Prosedur Makro di Lingkungan Pemerintah Provinsi

- Nusa Tenggara Tlmur

 Mengingat : 1

Undang—Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

' Pembentukan | Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonésia Nomor 1649);

Undang-Undang. Nomor 23 .Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

'sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

. : 2015 Nomor .58, Tambahan Lembaran Negara

Repubhk Indones1a Nomor 5679); 4}




3. ' Peraturan'Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2011  tentang Standar Operasional Prosedur
L di Lingkungan '@ Pemerintah Provinsi dan
' Kabupaten /Kota; -
.I _

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR
: | 'OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PRQVINSI‘ NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
- KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Definisi
Pééal 1 |
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Tirﬁur.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara

- Timur.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat

daerah lingkup Pemerintah ProvinSi Nusa Tenggara Timur.

6. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang
selanjutnya disingkat SOP AP addlah. serangkaian instruksi tertulis
yang dibakukan ' mengenai ‘berbagai proses penyelenggaraan
administrasi pemerintahan berupa aktivitas organisasi, bagaimana
dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan yang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Administrasi Pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan
tugas dan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh perangkat

daerah.

8. Standar Operasional Prosedur Makro yang selanjutnya disebut SOP
Makro adalah Standar Operasional Prosedur berdasarkan cakupan
dan besaran kegiatan yang imepcékup beberapa SOP AP yang
mencerminkan bagian dari kegiatan tersebut atau SOP yang
merupakan integrasi dari bebérapa SOP AP perangkat daerah yang
membentuk serangkaijan kegiatan dalam SOP. 49

¢



: Baéiaﬁ Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud ditétapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan

bagi PD dalam melakukan infegrasi dari beberapa SOP (mikro) yang

membentuk serangkaian -ke}giatan dalam penyelenggaraan

pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk :

a. meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan

pemenntahan di Daerah;

b. meningkatkan akuntablhtas dalam penyelenggaraan pemenntaha.n

C.

di Daerah; dan

rnemngkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

_ ;BA,B II
Judul SOP
?asal 3

(1) Dengan  Peraturan Guberﬁur ini  ditetapkan SOP Makro

di Lingkungan Pemerintah PrOﬁnsi Nusa Tenggara Timur.

(2) Jenis SOP Makro s.ebagaimanafdimaksxid pada ayat (1), terdiri atas:

a;

SOP Penyusunan Jawaban Pemerintah Atas Kegiatan Dewan
Perwakllan Rakyat Daerah

: SOP Penerbitan Surat Permtah Tugas dan Surat Perintah

Perjalanan Dinas Eselon II; .

. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah; | il ;

SOP Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Kotak Layanan
Pengaduan Yang Diintegrasikan dengan LAPOR- SP4N;

SOP Pengelolaan Pengaduan Masayarakat melalui LAPOR!-SP4N;
SOP Tindak LanJut Instruks1/ Arahan Langsung Gubernur/ Wakil
Gubernur Kepada P1mp1nan Pl

. SOP Pengelolaan Surat Masuk Elektromk Kepada Gubernur, Wakil

Gubernur dan Sekretaris Daerah;
SOP Penetapan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
SOP Koordinasi ‘ Penyusuinan Ra;ncangan Peraturan Daerah

Provinsi;

. SOP Pénandatanganan Peraturan Gubernur dan Keputusan

Gubernur; bl g1
SOP Permohonan Nomor Registrasi Rancangan Peraturan Daerah

ke Menteri Dalam Negeri; 4




m. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran; dan
n. SOP Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

(3) Jenis SOP Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Y -i;bKupang
1l /20 Pegember 2019
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Diundangkan di Kupang
pada tapggal=20 Oesember 2019
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LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 119  TAHUN 2019
TANGGAL : Q20 Desempen2019

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Nomor SOP 01 Tohon 2000

Tanggal Pembuatan |30 Juli 2018

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh / h ; ,':Sekretaris Daerah -
: Ay - Provinsi Nusa Tenggara Timur, /

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH . :
Judul SOP Penyusunan Jawaban Pemermtah atas kegiatan DPRD
, Povinsi NTT
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1. Pendidikan minimal S1

2 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang | 2 Memahami tata naskah dinas
Peémbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ; ‘

3 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang
kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fun93| serta tata ker]a sekretanat
DPRD Provinsi NTT

4 Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur No 1 Tahun 2014 Tentang Tata :
Tertlb DPRD Provmsn NTT ' : : . - el bt ke

Keterkaitan ' Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penyelenggaraan Rapat Badan Musyawarah ' 1. Komputer
2 SOP Penyelenggaraan Rapat Komisi 2. ATK
3 SOP Penyusunan Risailah Sidang 3. Jaringan Internet
4, Printer
- . 5 LCD
Peringatan ' Pencatatan dan pendataan :

Apabila penyampaian jawaban pemerintah tidak sesuai SOP maka akan berdampak |Disimpan sebagai data elektronik dan manual
pada kualitas jawaban atau tanggapan pemerintah serta kesiapan pemerintah dalam |
menaikuti sidana DPRD.




g

i Menyanipaikan nséléﬁ répat pemandangan umum atau

kegiatan komisi di DPRD kepada Sekda

Rusalah rapat
pemandangan umum atau
kegiatan komisi, nota

3 Jam

Y seaiois capat

pemandangan umum
atau kegiatan komisi,

Waktu 3 jam setelah
penyampaian kegiatan
DPRD, Sekwan waijib

NTT dan Mendokumentasikan dokumen.

provinsi NTT

dinas nota dinas tindaklanjuti.

2. |Menelaah risalah rapat pemandangan umum atau kegiatan Risalah rapat 1Jam |Petunjuk/arahan dan
komisi DPRD, menugaskan asisten satu, dua dan tiga pemandangan umum atau risalah rapat
untuk saling berkoordinasi dalam penyusunan kggiatan komisi‘, no(a ) pemandgngan umum
jawaban/langga_pan pemerintah sesuai lingkup dinas, lembar disposisi atau kegiatan komisi

3. |Rapat bersama para asisten untuk menelaah Petunjuk/arahan dan 1Jam |Petunjuk/arahan dan
pemandangan umum atau kegiatan komisi DPRD serta risalah rapat - . risalah rapat
menugaskan kepala biro pemerintahan untuk . pemandangan umum atau pemandgngan umum
mengkoordinasikan penyusunan jawaban /tanggapan kegiatan komisi atau kegiatan komisi
pemerintah dari setiap perangkat daerah.

4. |Menyampaikan risalah rapat pemandangan umum komisi Petunjuk/arahan dan 1 Jam |Surat dan risalah rapat
di DPRD kepada perangkat daerah terkait untuk mendapat risalah rapat pemandangan umum
Jawabanltanggapan 5 Een)atr;da:gaq umum atau atau kegiatan komisi

egiatan komisi :

5. |Menyusun ;awaban/tanggapan sesuai risalah rapat - Suratdanrisalahrapat | 1Hari [Jawaban sesuai risalah
pemandangan umum komisi di DPRD dan menyampaikan -|pemandangan umum atau i rapat pemandangan z
kepada kepala biro pemerintahan. kegiatan komisi umum atau keglatan

3 ? £ 4 ’ ¢ komisi dari perangkat

6. |Mengumpulkan jawaban/tanggapan dari masing-masing ‘1Jawaban sesuai risalah 1.Hari ~|Konsep jawaban =)
perangkat daerah, menganalisis dan menyusun konsep {rapat pemandangan umum| """ |pemerintah provinsi NTT
jawaban/tanggapan pemerintah provinsi NTT serta. _ |atau kegiatan komisi dari
menyampaikan ke asisten satu.. perangkat daerah

7 |Memeriksa konsep jawaban pemenntah provinsi NTT. Jika v i Konsep jawaban .. | 2Jam |Konsep 1awaban
setuju, memaraf dan menyampazkan ke sekertaris daerah. Ya P ; pemerintah provinsi NTT pemerintah provinsi NTT
Jika tidak setuju, mengembalikan kepada Kepala Biro \/ Tidak
pemerintahan untuk memperbaiki.

8 |Memeriksa konsep jawaban pemerintah provinsi NTT. Jika Konsep jawaban 1Jam |Draf Jawaban
setuju, memaraf dan menyampaikan kepada gubernur. Jika pemerintah provinsi NTT pemerintah provinsi NTT
tidak setuju, mengembalikan kepada asisten | untuk . Tidak
memperbaiki. ) -

9 |Memeriksa draf jawaban pemerintah provinsi NTT. Jika Draf Jawaban pemerintah 1Jam |Jawaban pemerintah
setuju, menandatangani dan membaca di sidang paripurna provinsi NTT provinsi NTT
DPRD. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada sekda Tidak
untuk memperbaiki.

10 |Mendistribusikan jawaban /tanggapan pemerintah provinsi Jawaban pemerintah 1Jam |Jawaban pemerintah

provinsi NTT, bukti

dokumentasi.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

omor SOP OR  Tanun 2018
Tanggal Pembuatan | 23 OKtober 2012
Tanggal Revisi SR
Tanggal Efektif r‘\ AH OS5

Disahkan oleh

isi-Dusa Te!
Ay

’7: U Sekretaris Daerah

ra Timur,

Judul SOP

Dasar Hukum . .

Kualifikasi pelaksana :

a\" » — R ‘*

\ I : S : -
@bﬂa an SP Perintah Tugas) & Surat Perintah
tga\@g# PD) eselon II

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang P'emen'ntahan Daerah
2 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016
tentana Pembentukan dan Susunan Peranakat Daerah Provinsi Nusa

1. Pendidikan minimal SM'A atau sederajat
2 Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan

1. SOP penanganan surat masuk -
~2 SOP pembuatan nota dinas
-3 SOP penanganan surat keluar -

Peralatan/perlengkapan :
1. Komputer :
2. ATK-
3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

- |Apabila pelaksanaan perjalanan dinas eselon Ii tidak sesuai prosedur maka
~ |Jakan berdampak pada akuntabilitas pelaksanaan taugas dan efisiensi
anggaran.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Menyampaikan Nota Dinas dengan lampiran Nota Dinas dan 1 minggu |Nota Dinas
TOR (Terms Of Reference) perjalanan dinas Lampiran TOR sebelum |dan Lampiran
. 5 perjalanan dinas | perjalanan {TOR |
kepada }Na{ql Gubemur melalui staf tata Losaton it : peralanan [T~
usaha pimpinan. dinas eselon i
Menerima, mengagendakan, melampirkan Nota Dinas dan 15 menit |Nota Dinas
lembar disposisi kemudian menyampaikan La'f“:"a" T(?R g%"RLamp"aﬂ
. g ; < perjalanan dinas 8 g
kepada Walfll Gubemqr. eselon Il ~ |perjalanan
dinas eselon
i1, lembar
disposisi,
Menelaah TOR perjalanan dinas pimpinan Nota Dinas dan 30 menit - {Disposisi :
perangkat daerah. Jika setuju, Lampiran TOR- |- - - - -~ {Setuju
mendisposisikan kepada Sekda. Jika tidak Tidak e e - R s
setuju dikembalikan kg pimpinan perangkat lembar disposisi | -
daerah melalui staf tata usaha pimpinan. s
Menugaskan Karo Umum Menerbitkan SPT Disposisi : Setuju| .15 menit |Disposisi :
{(Surat Perintah Tugas) dan SPPD (Surat perjalanan dinas Setuju
Perintah Perjalanan Dinas) eselon Il. perjalanan
: ; {dinas
Menerbitkan SPT (Surat Perintah Tugas) Disposisi : Setuju| ~2Jam |SPT dan ASN
dan SPPD (Surat Perintah Perjalanan perjalanan dinas SPPDyang |melakukan
Dinas) eselon Il yang ditandatangani Sekda ditandatangani |perjalanan
kemudian diserahkan ke pimpinan Sekda sesuai tanggal
perangkat daerah. * yang
ditetapkan

dalam SPT




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Nomor SOP 03__Tahun_20(%

Tanggal Pembuatan

Tanggal Pengesahan

Tanggal Revisi

Disahkan oleh

Sekeft:' !S_ Daerah Provinsi NTTf

SN " ; # ”“mblna Utama 4
N PEaa by e e 198003 1 T4

Judul SOP Penyusunan-Eaporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur_

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design ReformaS|
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagalmana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13- Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara g

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur .
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

1. Pendidikan minimal S1

2. Memahami sistematika Laporan Realisasi

3. Memahami teknis Penyusunan Laporan Realisasi .
4. Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan

1. SOP Penanganan Surat Keluar
2 SOP Penanganan Surat Masuk

Peralatan/periengkapan :

1. ATK
2. Komputer
3. Printer

4. Aplikasi SIPKD

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila standar operasional prosedur penyusunan laporan realisasi tidak dipatuhi
maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan dan kualitas
laporan realisasi.

Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy




Mengumpulkan, menganalisa, menyusun dan menyampaukan

Laporan realisasi (af-\ggaran,

Laporan lisasi apatan

ntuk penode n,

periode bulanan, triwulan dan
semester

laporan realisasi pendapatan dan belanja perangkat daerah bulanan, triwulan dan semester dan belanja perangkat daerah |maka laporan dari
kepada Kepala BPPKAD setiap bulan, Triwulan dan Semester serta surat pengantar dan pembiayaan untuk periode |perangkat daerah,
: : g bulanan, triwulan dan semester|sudah harus masuk
serta surat pengantar setiap tanggal 10
Aok setiap bulannya
Melakukan Rekonsiliasi dan Konsolidasi laporan realisasi Laporan realisasi pendapatan 1 Minggu Konsep laporan realisasi
pendapatan dan belanja dari masing-masing perangkat daerah dan belanja perangkat daerah pendapatan, belanja dan
menjadi konsep {aporan realisasi belanja dan pendapatan . 4 dan pembiayaan untuk periode |~ * |pembiayaan APBD periode -
pemenmah provinsi NTT serta menyampaikan ke Asisten {il. g bulanan, triwulan dan semester bulanan, triwulan dan semester
b g serta surat pengantar serta surat pengantar
Memeriksa konsep laporan realisasi Pendapatan dan belanja Konsep laporan realisasi 2 jam Konsep laporan realisasi
pemerintah provinsi NTT. Jika realisasi tidak mencapai target pendapatan, belanja dan pendapatan, belanja dan
atau terjadi deviasi maka memerintahkan kepala BPPKAD “Tidak pembiayaan APBD periode pembiayaan APBD periode
untuk menyiapkan rapat dengan perangkat daerah.Jika setuju, bulanan, triwulan dan semester bulanan, triwulan dan semester| -
memaraf ‘dan menyampaikan ke sekertaris daerah. serta surat pengantar g serta surat pengantar =
Memeriksa konsep laporan realisasi Pendapatan dan belanja 2 ) Konsep laporan realisasi 1 Jam Laporan realisasi pendapatan,
pemerintah provinsi NTT. Jika setuju, menandatangani dan b v pendapatan, belanjadan” "~ |~ ~ 7 |belanja dan pembiayaan APBD|
menyampaikan ke Gubemur. Jika tidak setuju, mengembalikan Tidak Ya pembiayaan APBD periode ~ "~ - periode bulanan, triwulan dan
kepada a§isten untuk memperbaiki. bulanan, triwulan dan semester semester serta surat pengantar
- . 4 serta surat pengantar -
Membaca laporan realisasi Pendapatan dan belanja serta Tidak Laporan realisasi pendapatan,. - 1jam -|Laporan realisasi pendapatan, 3
membenkan petunjuk. kepada sekda : belanja dan pembiayaan APBD Ibelanja dan pembiayaan APBD
. : periode bulanan, triwulan dan periode bulanan, triwulan dan
: semester serta surat pengantar: semester :
. |Membaca laporan realisasi Pendapatan dan belanja serta ’ Laporan realisasi pendapatan, | - 30 menit Laporan realisasi pendapatan,
memberikan petunjuk kepada asisten. = - & belanja dan pembiayaan APBD.{ .. ... ... . ... |belanja dan.pembiayaan APBD|
periode bulanan, triwulan dan periode bulanan, triwulan dan
semester semester
. |Membaca laporan realisasi Pendapatan dan belanja serta Laporan realisasi pendapatan, 30 menit Laporan realisasi pendapatan,
memberikan petunjuk kepada kepala BPPKAD belanja dan pembiayaan APBD " |belanja dan pembiayaan APBD|
: periode bulanan, triwulan dan periode bulanan, triwulan dan
5 semester y semester
IMendlsmbustkan dan mendokumentasikan laporan realisasi Laporan realisasi pendapatan, 30menit |Laporan realisasi pendapatan,
Pendapatan dan belanja. belanja dan pembiayaan APBD belanja dan pembiayaan APBD

periode bulanan, triwulan dan
semester




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
- BIRO ORGANISASI

Nomorrv SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Pengesahan

Tanggal Revisi

Disahkan oleh

o O g
=X

Sekertans Daerah Provinsi NTT ;’

NIRIAS

X\fv}; ai

Judul SOP
Provinsi Nus;

“Tenggara Timur

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1.

2.

10.

Peraturan Presiden Nomor:81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025. : : ;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan :
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah -

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kode
Urusan dan Bagan Akun Standar

1. Pendidikan minimal S1- = e e

2. Memahami Akuntansi Keuangan Daerah :

3. Memahami sistematika Laporan Keuangan Pemerintah Daerah'
4

5

Memahami tata naskah dinas -

20524 198903 1 014
Penya }nk\;_%ﬂbgaﬁ' Keuangan Pemermtah Daerah (LKPD)

‘4. Memahami teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah




M Keuangén SKPD

1. M menyusun dan menyampatkm menyusun
g Ketmnga!umKeanemngkatDaetﬂlkepada Keuangan SKPD serta Surat (LRA, LO, LPE, NERACA dan {LK SKPD tahun
themtmelahKepalaBPPKADseﬁapAwdTahmyang Pengantar CalK) serta Surat Pengantar |sebelumnya, yang
terdiri dari LRA, LO, LPE, NERACA dan CalK. dilakukan bulan
Januari di tahun

2 WMelakukan Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan Laporan Keuangan SKPD _ 1 Bulan Konsep Laporan Keuangan
Satuan Kerja Perangkat Daerah dari masing-masing (LRA, LO, LPE, NERACA dan Pemerintah Daerah Provinsi
perangkat daerah menjadi konsep Keuangan CalK) serta Surat Pengantar NTT (LRA, LO, LPE,

Pemerintah Daerah (LRA, LO, LPE, NERACA, LP-SAL, LAK {NERACA, LP-SAL, LAK dan
dan CaLK) serta menyampavkan ke Inspektur. CalK) serta Surat Pengantar

3. |Melakukan Reviu atas LKPD Unaudited sekaligus memberikan , : Konsep Laporan Keuangan 7 Hari LKPD Unaudited, Laporan ;
Rekomendasi untuk proses tanda tangan Bapak anemu Tidak . ~ Pemerintah Daerah Provinsi Hasil Reviu dan Surat L
Jika ada Perbaikan maka dikembalikan ke BPPKAD untuk ﬁ NTT (LRA, LO, LPE, NERACA, Pengantar = e

lakukan Penyempurmnaan. LP-SAL, LAK dan CalK) serta
) : _ : | Ya Surat Pengantar

4. |Menyempumakan Laporan Ki dan disampaik Ya LKPD Unaudited, Laporan Hasil 1Har _ |LKPD Unaudited, Laporan - |
kepada Asisten Il untuk diperiksa.-Jika terdapat koreksi, . 5 - {Reviu dan Surat Pengantar Hasil Reviu dan Surat
dikembalikan ke BPPKAD untuk diperbaiki. Jika setuju, diparaf m Pengantar

. dan diteruskan kepada Sekda. A ; A iz

5. |Memeriksa Konsep Laporan Keuangan Pemerintah Daerah " LKPD Unaudited, Laporan Hasil| 5 Hari LKPD Unaudited Laporan
Unaudited untuk selanjutnya diparaf dan disampaikan ke Tidak Ya Reviu dan Surat Pengantar Hasil Reviu dan Surat ~~ ~
Sekertaris Daerah sebelum ditandatangani oleh Gubernur. ’ h Pengantar
Jika bdak setuju maka dokembaukan ke BPPKAD.

6. Memeriksa konsep Laporan Keuangan Pemerintah Daerah j , LKPD Unaudited, Laporan Hasil{ 5 Hari LKPD Unaudited, Laporan . | . . .
Provinsi NTT Unaudited untuk selanjutnya diparaf dan I'r!dak Ya -|Reviu dan Surat Pengantar i Hasil Reviu dan Surat G )
disampaikan ke Gubemur. Jika tidak setuju, dikembafikan_ : —@ * |Pengantar
kepada Asisten 1ll untuk memperbaiki. - . . .

’7': ; Membam Laporan Keuangbn Pemierintah Daerah Unaudited : LKPD Unaudited, Laporan Hasil 1 Hari LKPD Unaudited, Laporan
serta pada sekda. Jika di disetujui, ~ Tidak Ya Reviu dan Surat Pengantar - -— Hasil Reviu dan Surat
dnandatangmdmsoapdtknmkeBPKRlulukﬁAum . i Pengantar

8 Emry meeting Pemeriksaan BPK a(as Laporan Keuangan 7 LKPD Unaudited, Laporan Hasil 45 Hari LKPD Audited dan LHP BPK -
Pemerintah Daerah Unaudited sekaligus melakukan Tidak @ Reviu dan Surat Pengantar o e RI Perwakilan NTT serta Surat
Pemeriksaan atas LKPD. Jika ada yang harus di klarifikasi Pengantar
maka dikoordinasikan dengan Gubemur melalui BPPKAD. 5

9. |Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD LKPD Audited dan LHP BPK RI LKPD Audited dan LHP BPK |Secara teknis,
Unaucﬁ(edkepadaDPRDmelau&danngptm Perwakilan NTT serta Surat RI Perwakilan NTT serta Surat |akan diatur oleh

. : Peng untuk diparipunakan Pengantar untuk Sekretariat DPRD
diparipumakan Provinsi NTT




Nomor SOP 05 (ahon 2019
Tanggal Pembuatan g ' -~
Tanggal Revisi e
Tanggal Efektif B
Disahkan oleh - /Q};‘j, SARAR % Sekretaris Daerah : i
Qg"“ i Provujsu Nusa Tenggara Timur
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR . F;; E“@' ﬁ;ﬁ :
SEKRETARIAT DAERAH \"ﬁk;«,—:fw —
; : W %j oA ir. BENEDIKTUS POLO MAING
' : : i 41;?:77” ;\Q\Nl 196205241989031014
Judul SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Kotak Layanan
Pengaduan Yang Diintegrasikan Dengan LAPOR! - SP4N
Dasar Hukum ; Kualifikasi pelaksana-:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. Pendidikan minimal Sarjana
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang 2. Memahami operasionalisasi Aplikasi LAPOR! - SP4N

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Meneteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang
pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara
' Nasnonal :
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan
5. Peraturan Meneteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. :
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang |- : » 8 |5 s mienns
Pedoman Evaluai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik : N ¥
7. Peraturan perundang-undangan lain terkait Pelayanan Publik. .

Keterkaitan : : Peralatan/Perlengkapan ::

1. SOP Penanganan Surat Masuk ' 1. ATK j

2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Kotak Layanan

: ‘3. Komputer ; !

4. Printer :
5. Telepon/Faximail/Email
6. Jaringan Internet WIFI
7. Aplikasi LAPOR! - SP4N

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Kotak Layanan Pengaduan Disimpan sebagai data elektronik.
yang Diintegrasikan dengan LAPOR! - SP4N ini tidak dipatuhi maka akan menyebabkan
ketidakpastian penanganan pengaduan masyarakat yang berdampak pada menurunnya
kepercayaan masyarakat kepada Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi NTT.




Mutu Baku

Permintaan informasi : .

a. Jika sesuai kewenangan maka memberikan jawaban sebagai
respon awal, selanjutnya menyampaikan kepada Pimpinan
Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan Publik untuk dijawab/
ditindaklanjuti.

b. Jika tidak sesuai kewenangan maka mengembalikan kepada
Admin Daerah / Admin Pemprov

Tidak

Aspirasi/ Permintaan
informasi terverifikasi

Aspirasi/ Permintaan

‘linformasi terverifikasi

dan respon awal
Perangkat Daerah

Pejabat s
Pimpinan
No Tahap Kegiata : ' A iy Perangkat Keterangan
! e Admin LAPOR! | ;. stansitAdmin {Forntigion Daerah/Unit Kelengkapan Waktu Output .
Pusat Daerah/Unit 3
Pemprov .. | Pelayanan Publik
Pelayanan Publik
Pemprov
Pemprov)
1. jMengecek dan mengambil kotak Layanan Pengaduan setiap hari. Pengaduan/ Laporan/ 1-3 hari  {Pengaduan/ Laporan/
i i Aspirasi/ Permintaan Aspirasi/ Permintaan
informasi informasi dan disposisi
. 2. {Menginput Isi Pengaduan/Laporan/Aspxrasu/Penmntaan mformasn User ID dan Sandi, 10 - 15 menit |Pengaduan/ Laporan/
- fkedalam Form Laporan Manual Aplikasi LAPOR' Pengaduan/ Laporan/ Aspirasi/ Permintaan
Aspirasi/ Permintaan i informasi dan disposisi
- jinformasi- . .. .. ; ot G
- 3. {Menerima,Memverifikasi, Menelaah dan Mendisposisi/Mendistribusi - User ID dan Sandi, 1-3hari |Pengaduan/ Laporan/ -
_ {Pengaduan/Laporan/Aspirasi/Permintaan Informasi yang masuk : Pengaduan/ Laporan/ | |Aspirasi/ Permintaan
melalui Aplikasi LAPOR! Sesuai kewenangan kepala Admin Pemda. i " |Aspirasi/ Pérmintaan informasi dan disposisi
: informasi
- 4. [Menerima dan memverifikasi dan menelaah dan Pengaduan/ Laporan/ User ID dan Sandi, 1-3 hari  |Pengaduan/ Laporan/
Aspirasi/ Permintaan informasi melalui Aplikasi LAPOR!: Pengaduan/ Laporan/ Aspirasi/ Permintaan
‘ : . v Aspirasi/ Permintaan |informasi terverifikasi
a. Jika sesuai kewenangan maka mendisposisi/mendistribusi " . _ linformasi dan disposisi. P
Pengaduan, Laporan Aspirasi dan Permintaan Informasi yang Tidak
masuk melalui Aplikasi LAPOR! kepada Perangkat daerah/Unit
Pelayanan Publik lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai
Tupoksi dan kewenangan melalui pejabat Penghubung.
- | b. Jika tidak sesuai kewenangan maka mengembahkan kepada
. Admin LAPOR! Pusat.
5. |Menerima dan memverifikasi disposisi Pengaduan/ Laporan/ Aspirasi/ Pengaduan/ Laporan/ 1 hari Pengaduan/ Laporan/




Mutu Baku

Publik dalam Aplikasi LAPOR! Selanjutnya disampaikan kepada
' {Pengadu/Pelapor/Penyampai Aspirasi yang meminta Informasi.

atas
pengaduan/Laporan/
Aspirasi/Permintaan
informasi i

ayas .
pengaduan/Laporan/
Aspirasi/Permintaan
informasi’

Pejabat Pimpinan
. Admin Penghubung(Peran Perangkat
No. Tahap Kegiatan Kete
S Admglul;::’ o Instansi/Admin gkat Daerah/Unit  Daerah/Unit Kelengkapan Waktu Output ——
Pemprov Pelayanan Publik | Pelayanan Publik
Pemprov) Pemprov
6. fMenerima Pengaduan, Laporan, Aspirasi dan permintaan informasi Pengaduan/ 5-10 hari |Tindaklanjut/jawaban
dari Pejabat Penghubung,. menindaklanjuti/ menjawab dan Laporan/ Aspirasi/ atas
menensian kepada Fojabat Pengbubung Permintaan informasi pengaduan/Laporan/
terverifikasi dan Aspirasi/Permintaan
respon awal informasi
Perangkat Daerah s
Memuat Jawaban Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Pelayanan Tindaklanjut/jawaban 1 hari Tindaklianjut/jawaban




#fl

Nomor SOP. 06 Tawh 2009 .
Tanggal Pembuatan i
Tanggal Revisi e f'
Tanggal Efektif WA AR e ,L
Disahkan oleh & Z/§ekretar|s Daerah
I Bt:ovméf sa Tenggara Timur,
;‘i;’ Q) f y
' PEMERINTAH PROVINSI NUSATENGGARATIMUR o ‘ \\\ W glr.Beneg
5 SEKRETARIAT DAERAH - - - .. = } ‘mwwNiﬁx 96 0524 198903 1 014
= e P Judul' SOP dea%%i&%ﬁksalmahan Langsung
. 5 Gubernur/Wakil Gubernur kepada Pimpinan Perangkat
i Daerah
-{Dasar Hukum BN s : ST R £ Kualifikasi pelaksana :
- 11.  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah 1. Pendidikan minimal S1
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EvaluaSI 2. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di
Penyelenggaraan Pemenntah Daerah. - - : - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

3. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 201 7 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan ‘dan Pelaksanaan. Standar Operasnonal
Prosedur Administrasi Pemenntahan da ngkungan Pemenntah Provinsi
Nusa Tenggara Tlmur 1 P :

1. Komputer
2. ATK
] : n 3. Printer
Peringatan : ' E s Pencatatan dan pendataan :
Apabila SOP Tindak Lanjut Arahan Langsung GubemurNVakll Gubemur Disimpan sebagai data elektronik dan manual

kepada Pimpinan Perangkat: Daerah tndak dlpatuhl maka akan menghambat
pelaksanaan tugas : :




Memberikan Instruksi/Arahan kepada Pimpinan

Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti -

InstruksuIArahan

Membuat Konsep Tindak Lanjut Instruksi/Arahan
Gubernur/Wakil Gubernur dan menyampaikan -

- kepada Asisten Sekretaris Daerah yang membldangl
 |untuk dtparaf

Instruksi/Arahan 7

10 Jam

Kohseb Tindak |-
Lanjut

~ Saat Membuat Konsep
" Tindak Lanjut, agar
menginformasikan
_.Arahan/Instruksi . . .

" GubernarWakil Gubernur |
“kepada Sekretaris Daerah

Mengorekm konsep tindak lanjut mstruksdarahan d

Gubernur/Wakil Gubernur, apabila setuju maka akan
memaraf dan menyampalkan kepada Sekretaris
Daerah untuk dnparaf apabila tidak setuju akan
dikembalikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah

untuk dlkoreksr

| Ya

Tidak

Y

|Konsep Tindak Lanjut

RETE S O
1

Mengoreksi konsep tmdak lanjut lnstmksdarahan
Gubernur/Wakil Gubernur, apabila setuju maka akan

untuk diparaf, apablla tidak setuju akan dlkembalukan
kepada Sekretans Daerah untuk: dikoreksa

- |memaraf dan menyampaikan kepada-Wakil Gubernur{

Tidak

Ya .

Konsep Tindak Lanjut |

KonsemedaL =
Lanjut

Mengoreksi konsep tindak lanjut instruksi/arahan
Gubernus/Wakil Gubernur, apabila setuju maka akan
memaraf dan menyampaikan kepada Gubernur untuk
ditandatangani, apabila tidak setuju akan ;

dﬁcemballkan kepada Wakil Gubemur untuk dukoneks{

" Ya

s

’ ﬁglak

§Konsep Tindak Lanjut = -

Mengoreks konsep tindak lanjut instruksi/arahan

- |Gubernur/Wakil Gubernur, apabila semju_maka akan

dMndatangamdan menyampaikan kepada Pimpinan -

" |PD untuk ditindaklanjuti, apabila tidak setuju akan
‘|dikembalikan kepada Wakil Gubernur untuk dikoreksi

Tidak

\/‘:i_

Konsep Tindak Lanjut

1 Jam

Lanjut

Mendokumentas:kan dan Melaksanakan hndaklanjut
lnstmks:/Arahan Gubernur/Wakil Gubernur -

>“ Selesai '

Naskah Tindak Lanjut

Naskah Tindak
|Lanjut




Nomor SOP [or 4 lahm 25(9
|Tanggal Pembuatan =
-|Tanggal Revisi - - et G
| Tanggal Efektif s o P
= |Disahkan oleh ™ /s A "+ SEKRETARIS DAERAH 7
/ = i zj \'IINSIN SA TENGGARATIMURJ. . . . |
(s'r sEIDA
3 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR X e g
- atoa SEKRETARIAT DAERAH : '%; ) Ic 5 S
st 5 Bt TH ML 2 R ; - 72"‘45‘7?*“/'&719 196205241989031014 :
i : o g - : JudulSOP - |Pengelolaan Surat Masuk Elektronik kepada Gubernur, Wakil Gubernur
: . - .. |dan Sekretaris Daerah : _
‘|Dasar Hukum . & : ' : Kualifikasi pelaksana :
1. Peraturan Pres«den Nomor 81 Tahun 2010tentang Grand Design Reformasi 2010—2025 5 1. Pendidikan minimal SLTA. . ... e
2. Peraturan Pressden Nomor 95 Tahun 20181entang Sistem Pemerintahan Berbasns Elektromk (SPBE) 2 Menguasau Tata Naskah Dinas ', e e e e e
3. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Blrokrasu Nomor 35 Tahun 2012} -3. Memaharm Janngan lntemet e T BT :
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasnonal : ‘_ v e S N
* Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.-. . - : iy Fo0 5 " e Bt e T e ; :
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasn Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 i B bl e i e s i, e s " : i ot
- Pedoman Evaluasi Sistem. . - = : ~ : S - S T T e e e e . : :
5. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Tlmur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petun;uk Tekms Penyusunan Y : NSO LT S P e e :
. dan Pelaksanaan Standar.Operasnonal Prosedur Admmnstras: Pemermtahan dl ngkungan Pemenntah S s O S B SN S T e . ~o
- Provinsi Nusa Tenggara Timur.* - poity o I i S e Sl B e ¥ T OATR Y : :
6.. Keputusan Gubernur Nomor 62 Tahun 2002 tentang Pedoman Tata Kearsnpan Proymsu Nusa 't =y i : 2 4y e e ; e e e 6o
Tenggara Timur. ~ = 5 e - : - : :
4 7. Peraturan gubemur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dmas di ngkungan Pemenntah : . sl R e e i e e MR = :
Provinsi Nusa Tenggara Timur. : v ; et : : :
Keterkaitan £ - ' I - w5 f o = i3 |Peralatan/periengkapan‘:-=-- - - =
SOP Penanganan Surat keluar. o T FiE L (ot e A 1. Scanner: i _
: y e ; 2 ,Komputer/Laptop SIS - L SPY BR A PRy
: : : i 4 ' L. 3. JANNGAN IO i ... o ior: coormimmrisns ees oo Sstriin s
: =k . , ; . : 4. ..Smartphone _-f fone A P SRRt oz
3 G " . S heodin,, e - o o 5. -Aplikasi : o I N e - v R VA o ok 0 k
Penngatan ; 5 =l : : : 5 - |Pencatatan dan pendataan - -
Apablla pengelolaan admmtstrasu surat . masuk terlambat maka akan berdampak pada tedambatnya Pada Buku Agenda Surat. Masuk.
tlndaklanjut surat masuk . :




Menerima surat masuk, (hard copy dan soft

Surat Masuk

PRI EE

- |Surat Masuk

copy), mengklasifikasi, pengkodean - surat| Elektronik dn . |Elektronik
dan melakukan scan serta di-upload ke Manual
Kasubag. ‘
Melakukan verifikasi surat masuk, dan|- Surat Masuk L [ 5 Memt ~ |Surat Masuk
meneruskan kepada Tata usaha Pimpinan Elektronik " |Elektronik
(Gub/Wagub/Sekda).
Meneruskan surat elektronik ke Gubemur, : Surat Masuk 5menit |Surat Masuk
Wakil Gubernur dan Sekeretaris Daerah. 1 = Elektronik Elektronik
Melakukan disposisi elektronik‘surét masuk|. S = “ISurat Masuk- 10 menit - |Disposisi Surat
elektronik. A - |Elektronik .. ' Masuk Elektronik
Menerima disposisi elektronik dari Gubernur, - - |Disposisi Surat-- 5 menit |Disposisi Surat
Wakil Gubernur dan meneruskan kepada| |Masuk Elektronik Masuk Elektronik
Asisten. ; : Gk - ‘
Menerima disposisi Sekda dan meneruskan T Disposisi Surat’ ~ 5 menit |Disposisi Surat
kepada Pimpinan Perangkat Daerah. .- {Masuk Elektronik - . -|Masuk Elektronik
Menerima dan menindaklanjuti disposisi Disposisi Surat 5menit |Tindaklanjut

; i Masuk Elektronik Disposisi

J [SEa Elektronik




PEMERINTAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP

- 0¥ Tdhdn 20[9

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

~Sgkretans Daerah
‘ ymsrﬁ\rgj:ﬁa Tenggara Tamurf

i\

Disahkan oleh

'\\ g

\\ ~¢! df : e
N GG R196205241989031014

Judul SOP ; Pengelolaan Pa'rga'aaﬁn Masyarakat melalui LAPOR! - SP4N

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana : ‘ e

1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik.

4. Peraturan Meneteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2018 tentang
pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara
Nasional. '

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik

1. ‘Pendidikan minimal Sarjana
2. Memahami operasionalisasi Aplikasi LAPOR! - SP4N

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar

ATK

Komputer dan Printer

Jaringan Internet WIFI, Telepon, Faximili, Email
Aplikasi LAPOR! - SP4N

G

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR! - SP4N ini tidak dipatuhi
maka akan menyebabkan ketidakpastian penanganan pengaduan masyarakat yang dapat
berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Kinerja Pelayanan Publik
Pemenn{ah Provinsi NTT. .

Disimpan sebagai data elektronik.




Mutu Baku

g Pejabét Penghubung | Pimpinan Perangkat
No. Kegiatan Admin Istansi/ (Perangkat Daerah / Daerah / Unit Keterangan
Admin Pemprov Unit Pelayanan Pelayanan Publik Kelengkapan Yoo Outtpt
Publik Pemprov) Pemprov
-1 |Mengakses, menerima, memverifkasi dan menelaah dan - |User ID dan Sandi, 1-3hari  |Pengaduan/ Laporan/ = |Jika sesuai kewenangan
-Jmendisposisi Pengaduan, Laporan, Aspirasi dan permintaan Pengaduan/ Laporan/ & Aspirasi/ Permintaan mak?"‘?""'%~¢
informasi yang masuk melalui Aplikasi LAPOR!: Aspirasi/ Permintaan informasi dan disposisi {mendistribusi kepada
; informasi dan disposisi Perangkat Daerah / Unit
Pelayanan Publik lingkup
melalui Pejabat
Penghubung
Jika tidak sesuai
: = kewenangan maka
: - ~~ " |mengembalikan kepada
Admin LAPOR! Pusat”
2 |Meneriama dan memverifikasi disposisi Pengaduan/ Laporan/ ~ |Pengaduan/ Laporan/ 1 hari Pengaduan/ Laporan/
Aspirasi/ Permintaan informasi : _ |Aspirasi/ Permintaan Aspirasi/ Permintaan
a. Jika sesuai Kewenangan maka memberikan jawaban sebagai informasi dan/atau informasi dan/atau
respon awal, selanjutnya menyampaikan kepada Pimpinan Tidak disposisi disposisi serta respon
Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan Publik untuk dijawab/ awal
ditindaklanjuti. - i . -
b. Jika tidak sesuai kewenangan maka mengembalikan kepada
Admin Daerah / Admin Pemprov
3 |Menerima Pengaduan, Laporan, Aspirasi dan permintaan Pengaduan/ Laporan/ 8 hari Tindaklanjut/ jawaban
informasi dari Pejabat Penghubung, menindaklanjuti/ menjawab i\ " |Aspirasi/ Permintaan atas Pengaduan/
dan meneruskan-kepada Pejabat Penghubung informasi dan/atau . |Laporan/ Aspirasi/
. |disposisi ' Permintaan informasi
4 |Memuat jawaban Pimpinan Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan User ID dan Sandi, 1 hari Tindaklanjut/ jawaban
Publik dalam aplikasi LAPOR! selanjutnya disampaikan kepada Tindaklanjut/ jawaban atas Pengaduan/ i
Pengadu/ Pelapor/ Penyampai Aspirasi/ yang meminta Informasi. - |atas Pengaduan/ Laporan/ Aspirasi/

Laporan/ Aspirasi/
Permintaan informasi

"|Permintaan informasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
- SEKRETARIAT DAERAH :
BIRO HUKUM

BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Nomor SOP OF 1andn 2019
Tanggal Pembuatan 7
Tanggal Revisi 5
Tanggal Efektif H P&,
Blsaﬁkan oleh =T Sekretans Daerah
A Proym8| Nusa Tenggara Timur,
Judul SOP . Penetapan’e 9@ undangan Peraturan Daerah

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.

2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penvelenaaaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Bvrokrasn 2010-

2025.
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah dan perubahannya.
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map

1. ASN.
2. Pendidikan minimal S1 Hukum

Reformasi Birokrasi Pemenntah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Tahun 2018-2022.

Keterkaitan Peralatan/perleng_@apan
1. SOP Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. 1. ATK
2. SOP Permohonan Nomor Register Peraturan Daerah ke Menteri Dalam Negeri 2., Komputer.
. : : 3., Printer.

4. Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasijonal Prosedur Penetapan dan Pengundangan Peraturan Daerah ndak di
taati maka terdapat Peraturan Daerah yang tidak dapat di tetapkan dan di undangkan

Disimpan dalam bentul{ Softcopy dan.Hardcopy.




No. |

_Tahapan Kegiatan

- ‘Menteri. -

- Sekretaris -

e Mutdﬂaku

Keterangan

R Wakil 3 iy FRRE e R
Dalam Nege & Bt | Daeran *Gyub’érﬁur Gubgfnur Kelengkaparn4 Output
1 2 3 T 6 7 8 9 077 11 : 12
1. |Mengirimkan Surat pemberian Nomor Register Surat Pemberian Nomor 5 Menit  |Surat Pemberian Nomor
Ranperda yang akan ditetapkan menjadi Perda Register Peraturan Daerah Register Peraturan Terkait SOP Permohonan
Daerah diterima Nomor Register Ranperda
2. |Melakukan disposisi, verifikasi memberikan nomor Surat pemberian nomor SJam Nota Dinas dan
dan paraf hierarki pada Peraturan Daerah, register ranperda, nota dinas Peraturan Daerah yang
menyiapkan nota dinas permohonan penetapan penandatanganan dan akan ditetapkan dan
dan pengundangan Peraturan Daerah dimaksud pengundangan Perda dan diundangkan diparaf
dan meneruskan kepada Asisten | Peraturan Daerah yang.di paraf -
3. |Mengoreksi nota dinas dan Peraturan Daerah Surat pemberian nomor 1Jam Nota Dinas dan
dimaksud. Apabila disetujui memaraf dan Tidak register ranperda, nota dinas ) Peraturan Daerah yang
meneruskan kepada Sekda, apabila tidak disetujui penandatanganandan _ akan ditetapkan dan
dikembalikan kepada Kepala Biro untuk diperbaiki pengundangan Perda dan diundangkan diparaf
; Peraturan Daerah yang di paraf
: Ya noy o o -t B AL A T T I P e e
4. |Mengoreksi nota dinas dan Peraturan Daerah Surat pemberian nomor 1Jam Nota Dinas
dimaksud. Apabila disetujui menandatangani Nota Tidak register ranperda, nota dinas ditandatangani dan
dinas, memaraf Peraturan Daerah dan penandatanganan dan Peraturan Daerah yang
meneruskan kepada Wakil Gubernur, apabila tidak pengundangan Perda dan akan ditetapkan dan
disetujui dikembalikan kepada Asisten | untuk {Peraturan Daerah yang di paraf diundangkan diparaf »
diperbaiki | :
Ya
5. |Membuat Nota Dina_s Penandatanganan Perda, Tidak Surat pemberian nomor -1Jam Peraturan Daerah diparaf
Memberi Nomor Perda, Nomor Lembaran Daerah, . : register ranperda, nota dinas
Nomor Register dan.Nomor Tambahan Lembaran . penandatanganan dan
Daerah pada Perda ;'ar‘g akan ditetapkan dan penguniangan Perda dan
diundangkan. . ! ) Peraturan Daerah yang di paraf
6. |Menetapkan Peraturan Daerah. Apabila disetujui Surat pemberian nomor 30 Hari Peraturan Daerah Pasal 102 ayat (2) Peraturan
menandatangani pefaturan daerah dan register ranperda, nota dinas ditandatangani menteri Dalam Negeri
meneruskan ke Sekda untuk diundangkan. Apabila penandatanganan dan Nomor 80 Tahun 2015
_|tidak disetujui mengembalikan ke Wagub untuk pengundangan Perda dan tentang Pembentukan
|dilakukan perbaikan Peraturan Daerah yang telah Produk Hukum Daerah
% 7 diparaf
7. Peraturan Daerah yang 30 Menit |Peraturan Daerah yang

Mengundangkan Peraturan Daerah Provinsi

ditandatangani

diundangkan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
- SEKRETARIAT DAERAH
= BIRO HUKUM
' BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Nomor SOP

O 106uN 10{}9

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Sekretans Daerah -
/&Provmsn Nusa Tenggara Tmur*

—— T
i Eas LY
L
i
e W
7

JuduiSOP

; Koordmam Pe,gﬁumm{n’ Réncangan Peraturan Daerah Provinsi

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

: 8
2.
3.

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desugn Reformasn Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. in]

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

dan perubahannya.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Tekms

Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. :
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasu

1. ASN.

2. Pendidikan minimal S1 Hukum

Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Tahun 2018-2022.

Keterkaitan -

Peralatanlpedengkapan

1.

2.

SOP Penanganan Surat Masuk di Biro Hukum
SOP Koordinasi Pengharmomsaman Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan

Daerah Provinsi

1. ATK
‘2. Komputer.
3. Printer.- -

‘4. Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah

Pencatatan dan pendataan :

Peringatan
Apabila Standar Operasnonal Prosedur Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provmsu
tidak di taati maka terdapat Peraturan Daerah yang tidak dapat di tetapkan.

Disimpan dalam bentuk Soffcopy ‘dan Hardcopy. ™




o\

Pelaksana
No. ¥ : Keterangan
Kepala Biro ‘Asisten’| ‘S;l::::: % Kepeng Output
1 el Tl 4 R T 1 : 10 11
1. |Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah, Naskah Rancangan Peraturan Daerah, Naskah
Naskah Akademik/Penjelasan/Keterangan Akademi/Penjelasan/Keterangan, Surat Akademi/Penjelasan/Keterangan, Surat
Pengantar Pengantar diterima
- 2. |Melakukan disposisi; verifikasi, pembahasan dan 34 Jam Rancangan Peraturan Daerah, Naskah Terkait SOP Koordinasi
menyiapkan nota dinas permohonan persetujuan Ya Akademi/Penjelasan/Keterangan, Surat Pengharmonisasian,
gubernur dan surat penyampaian ranperda ke Rancangap Peraturan Daerah, Naskah Pengantar, nota dinas permohonan Pembulatan dan
DPRD serta disampaikan ke Asisten | Akademi/Penjelasan/Keterangan, Surat persetujuan gubernur dan surat Pemantapan Konsepsi
Pengantar, nota dinas permohonan penyampaian ranperda ke DPRD diparaf  |Rancangan Peraturan
persetujuan gubernur dan surat Daerah Provinsi
penyampaian ranperda ke DPRD
3. |mengoreksi nota dinas permohonan persetujuan X 20 Menit  |Nota dinas dan Surat Penyampaian Perda
: gubernur dan surat penyampaian ranperda ke Tk Rancangan P;rat;ran D‘aerah N#skah i diparaf ey
DPRD. Apabila disetujui memaraf dan meneruskan Akademi/Penj elas}m/Keteran,lgan, Surat
ke Sekda, apabila tidak disetujui dikembalikan ke Pengantar, nota dinas permohonan
Kepala Biro untuk diperbaiki Ya persetujuan gubernur dan surat
penyampaian ranperda ke DPRD
- 4. |mengoreksi nota dinas permohonan persetujuan 30 Menit  [Nota dinas dan Surat Penyampaian Perda
! gubernur dan surat penyampaian ranperda ke Rancangan Peraturan baerah, Naskah ditandatangani
DPRD. Apabila disetujui menandatangani dan - v Akademi/Perijelasan/Keterangan, Surat 5 E3 :
meneruskan ke Gubernur, apabilatidak disetujui o Pengantar, nota dinas bei';ndﬁdriéri
dikembalikan ke Asisten untuk diperbaiki - - persetujuan gubernur dan surat
E . penyampaian ranperda ke DPRD
8 Tidak ; .
' 5. |memberikan disposisi terhadap nota dinas Nota dinas, ranperda dan Naskah 1Jam Nota Dinas didisposisi
permohonan persetujuan gubernur, apabila Akademik/Penjelasan/Keterangan ;
disetujui maka dikembalikan ke Sekda untuk -
menandatangani Surat Penyampaian ke DPRD,
apabila tidak disetujui dikembalikan ke Sekda.
. 6. |Menandatangani Surat Penyampaian Ranperda ke Nota dinas, ranperda dan Naskah 30 Menit  |Surat penyampaian Ranperda ke DPRD,
; DPRD dan dikirim ke DPRD Akademik/Penjelasan/Keterangan Ranperda, Naskah
; Akademik/Penjelasan/Keterangan




Nomor S0P 17._Tohun 2010
Tanggal Pembuatan /

anggai Revisl ~ e -
Tanq%al Efektif ' &1\\1%” PRO L~

isahkan oleh :;,e{, v ’f!/ Sekretaris Daerah

; : !,;, o/ &Eromnsu Nusa Tenggara TlmurQ
8, Lo b ,‘::
N
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR » ———
SEKRETARIAT DAERAH U .
BIRO HUKUM \\EJ 7N, 19620524 198903 1 014
Judul SOP Penandatanganan Peraturan Gubernur dan Keputusan:
Gubernur

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan.

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya.

3. Peraturan Pemerintah Nomor'12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasu BII‘OKFGSI 20104
2025.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan: .

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah dan perubahannya.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasvonal Prosedur Adm:mstras: Pemenntahan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.,

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Tahun 2018- .2022.

N

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Prosedur

1. ASN.
2. Pendidikan minimal 81 Hukum

Pembentukan Produk Hukum Daerah Provmsu Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan . Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk. ’ 1 ATK. |
2. SOP Harmonisasi Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur 2. Komputer.
: i ‘ 3. Printer.

4. Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Penandatanganan Peraturan Gubernur dan Keputusan
Gubemur tidak di taati maka terdapat Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang tidak

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

dapat di tetapkan.




Ce

3 ‘Pelaksana ‘Mutu Baku =
No. .. Tahap Kegiatan ; - s s I i & 2 Keterangan -
AN Pg::i‘:‘at Kepala Biro Per::;isr::har{ - ' §s§::::;|s 7 GL:Z:::UE:; .Keleng'kavpan Waktu Output i g
1 R e 2 3 4 5 6 i 9 o 7 11 12
1. |Mengajukan Rancangan Pergub dan Kepgub. Rancangan Pergub dan Kepgub dan S Menit |Rancangan Pergub dan
surat Pengantar Kepgub dan surat Pengantar
2. |Melakukan disposisi, melakukan verifikasi Disposisi Surat Pengantar/Nota Dinas, 1Jam Disposisi Surat Terkait SOP
sampai dengan memberi paraf hirarki pada Tidak Rancangan Pergub dan Kepgub Pengantar/Nota Dinas, Harmonisasi
Ranpergub dan Rankepgub. Apabila ada v Rancangan Pergub dan Peraturan
perbaikan maka dikembalikan kepada 2 Kepgub Gubernur,
Perarigkat Daeréh, Apébiia tidak ada Keputusan
perbaikan maka memaraf serta Gubernur
menyampaikan kepada Asisten
Pemerintahan. Ya
3. |Mengoreksi Ranpergub dan Rankepgub. Tidak | Rancangan Pergub dan Kepgub dan 5 Menit  [Rancangan Pergub qlan
Apabila setuju memaraf dan meneruskan v surat Pengantar Kepgub dan surat Pengantar
kepada Sekretaris Daerah, apabila tidak
setuju dikembalikan képada Kepala Biro e IR R
untuk diperbaiki.
i Ya
. 4. |Mengoreksi Ranpergub dan Rankepgub. Tidak Rancangan Pergub dan Kepgub dan S Menit -fRancangan-Pergub dan. « «- f o~ s o=
Apabila setuju memaraf dan meneruskan ‘ surat Pengantar "~ |Kepgub dan surat Pengantar
kepada Wakil Gubernur, apabila tidak Setuju e e
dikembalikan kepada Asisten Pemerintahan Ya
untuk di perbaiki. .
5:_ Meng;oreksi Ranpergu_b dan Rankepgub. Tidak Peraturan Perundang-undangan 10 Menit |Peraturan Perundang-
Apabila setuju memaraf dan meneruskan terkait, RanPergub dan Kepgub undangan terkait, RanPergub
kepada Gubernur, apabila tidak setuju T ‘|dan Kepgub
dikembalikan kepada Sekretaris Daerah untuk
di perbaiki.




Mengoreksi Ranpergub. Apabila setuju
menandatangani dan khusus untuk Peraturan
Gubernur setelah di tandatangani
mengembalikan kepada Sekretaris Daerah
untuk pengundangan. Apabila tidak setuju
dikembalikan kepada Wakil Gubernur untuk
diperbaiki.

Rancangan Pergub dan Kepgub dan
surat Pengantar

10 Menit

Pergub dan Kepgub dan
surat Pengantar

Mengundangkan Peraturan Gubernur.

Pergub dan surat pengantar

10 Menit

Pergub dan surat pengantar




Nomor SOP i _T0hun 2019
Jl'_aﬂg_qal Pembuatan ' £z
anggal Revisl
%gﬂgﬁ?l Efektif
isahkan oleh \Sekretans Daerah
rovlﬁSLN, sa Tenggara Timur, }
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH o , = N Ir. Bege
BIRO HUKUM W =7 NIP. 19620524 198903 1 014
BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : Judul SOP P nan Nomor Register Rancangan Peraturan
Dae‘rﬁ?kiﬁeﬂeén Dalam Negeri
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. : 1. ASN.
2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya. 2. Pendidikan minimal S1 Hukum
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
dan perubahannya.
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasu
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Tahun 2018-2022. :
Keterkaitan : A Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Proses Permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah 1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.
- 4.__Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah
Peringatan : ‘ - ___|Pencatatan dan pendataan :
Apabila Standar Operasional Prosedur Permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah tidak di |Disimpan dalam bentuk Soffcopy dan Hardcopy.
taati maka terdapat Peraturan Daerah yang tidak dapat di tetapkan dan di undangkan.




disetujui menandatangani dan dikirim kemendagri, apabila
tildak disetujui d_ikembalikan ke Asisten | untuk diperbaiki

Tidak’

diparaf

Pelaksana Mutu Baku . -
No. Tahapan Kegiatan M 2 ' s Sl = 1 | Keterangan
: enteri Sekretrais i : Fie I
i : R 1 la Bi Asiste TR Kepengkapan Wakt Output e ]
Dalam Negeri KepaiaBica I Daerah PEnesap rany P 4
R 2 3 4 8 T 9; 10 11
1. |Mengirim Hasil Fasilitasi/Evaluasi Ranperda Hasil Fasilitasi/Evaluasi Ranperda dari S Menit |Hasil Fasilitasi/Evaluasi diterima
Mendagri, Lembar Disposisi
2. |Melakukan Disposisi, verifikasi, paraf per halaman Ranperda Hasil Fasilitasi/Evaluasi diterima 10 Menit |Ranperda disesuaikan dengan hasil :
dan menyiapkan surat permohonan.Nomor Register fasilitasi/evaluasi dan Surat permohonan
Ranperda ke Mendagri serta meneruskan ke Asisten | nomor register diparaf
Ya
3. |Mengoreksi Surat permohonan nomor register. Apabila Tidak Ranperda disesuaikan dengan hasil 20 Menit |Surat permohonan nomor register
disetujui memaraf dan meneruskan ke Sekda, apabila tidak ! fasilitasi/evaluasi dan Surat diparaf
disetujui dikembalikan ke Kepala Biro untuk diperbaiki permohonan nomor register diparaf
: ' Ya b
4. Mengoreksi Surat permohonan nomor registe{'. Apabila Surat permohonan nomor register 30 Menit |Surat permohonan nomor register

ditandatangani dan dikirim ke Mendagri




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Nomor SOP i3 1ahun 2019
Tanggal Pembuatan A
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif N L)) A
Disahkan oleh .n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

5 -~SEKRETARIS DAERAH :

O, 9620524 198903 1014
Pen usﬁnan Lix‘iaoran Realisasi Anggaran
Judul SOP ¥ e

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana : .

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan:

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 03 Tahun 2018 tentang Road Map Revormasi B|rokraS|
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022

oA wN

1. Pendidikan minimal D3.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
3. MengUaséi'penggunaan komputer

Peralatan/perlengkapan :

Keterkaitan
1. SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Semester Badan Keuangan Daerah 1. ATK.
2. SOP Penyampalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Badan Keuangan Daerah. 2. Komputer.
3. Telephon/Faximile.
4. Printer.

Peringatan -

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan laporan tidak dllaksanakan maka tldak blsa mengajukan GUIMTU dan rekonsiliasi

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .

laporan




5 Pelaksana Mutu Baku

No. i : Kepala Badan : ;

5 Thian gt Pmﬁg"k:'t";:mh Keuangan Asisten 1l sg';’:::;'s Gubernur Kelengkapan Waktu Output Hetsrangan
‘Daerah

1 : 255, 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 |Mengumpulkan , mengalisa, menyusun dan Laporan realisasi anggaran, 3 hari Laporan realisasi pendapatan dan
menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan bulanan, triwulan dan semester belanja perangkat daerah dan
belanja perangkat daerah kepada Kepala Badan serta surat pengantar pembiayaan untuk periode bulanan,
Keuangan Daerah setiap Bulan, Triwulan dan triwulan dan semester serta surat
Semester. pengantar

2 |Melakukan Rekonsiliasi dan Konsolidasi laporan Laporan realisasi pendapatan dan 1 Minggu |Konsep laporan realisasi
realisasi pendapatan dan belanja dari masing- belanja perangkat daerah dan pendapatan, belanja dan
masing perangkat daerah menjadi konsep laporan pembiayaan untuk periode bulanan, pembiayaan APBD periode bulanan,
realisasi belanja dan pendapatan Pemerintah triwulan dan semester serta surat triwulan dan semester serta surat
Provinsi NTT serta menyampaikan ke Asisten IIl. pengantar pengantar

3 [Memeriksa konsep laporan realisasi pendapatan Konsep laporan realisasi 2 Jam |Konsep laporan realisasi
dan belanja Pemerintah Provinsi NTT. Jika X pendapatan, belanja dan pendapatan, belanja dan
realisasi tidak mencapai target atau terjadi deviasi y pembiayaan APBD periode bulanan, pembiayaan APBD periode bulanan,
maka memerintahkan Kepala Badan Keuangan Tidak / D Ya triwulan dan-semester serta surat triwulan dan semester serta surat
Daerah untuk menyiapkan rapat dengan \ 7 pengantar pengantar
perangkat daerah. Jika setuju, memaraf dan i R
menyampaikan ke Sekretaris Daerah.

4 |Memeriksa konsep laporan realisasi pendapatan Konsep laporan realisasi 1 Jam . |Konsep.laporan realisasi
dan belanja pemerintah Provinsi NTT. Jika setuju, Tidak / Ya pendapatan, belanja dan pendapatan, belanja dan
mendatangani dan menyampaikan ke Gubernur. \ pembiayaan APBD periode bulanan, pembiayaan APBD periode bulanan,
Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. \/ triwulan dan semester serta surat triwulan dan semester serta surat

: . pengantar pengantar -

5 |Membaca laporan realisasi pendapatan dan Konsep laporan realisasi 1Jam |Laporan realisasi pendapatan,
belanja ‘serta memberikan petunjuk kepada Tida pendapatan, belanja dan belanja dan pembiayaan APBD
Sekda. v i y & pembiayaan APBD periode bulanan, y periode bulanan, triwulan dan

triwulan dan’'semester serta surat semester
. % pengantar N

8 |Membacd laporan realisasi pendapatan dan — Laporan realisasi pendapatan, - *“*1 30 Menit ' |Laporan realisasi pendapatan,
belanja ‘serta memberikan petunjuk kepada belanja dan pembiayaan APBD belanja dan pembiayaan APBD
Asisten. e periode buldnan, triwulan dan periode bulanan, triwulan dan

I__] semester semester

7 |Membaca laporan realisasi pendapatan dan Laporan realisasi pendapatan, 30 Menit |Laporan realisasi pendapatan,
belanja serta memberikan petunjuk kepada \ belanja dan pembiayaan APBD belanja dan pembiayaan APBD
Kepala Badan Keuangan Daerah. | I periode bulanan, triwulan dan periode bulanan, triwulan dan

T semester = semester
8 |Mendistribusikan dan mendokumentasikan Laporan realisasi pendapatan, 30 Menit |Laporan realisasi pendapatan,

laporan realisasi pendapatan dan belanja.

belanja dan pembiayaan APBD °
periode bulanan, triwulan dan
semester

‘|belanja dan pembiayaan APBD

periode bulanan, triwulan dan
semester serta bukti dokumentasi
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Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah )

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010—2025
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. :

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. ]

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemermtahan di Llngkungan Pemenntah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 03 Tahun 2018 tentang Road Map Revormasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022.

O 00 B

1. Pendidikan minimal D3.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
3. ' Menguasai penggunaan komputer

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Semester Badan Keuangan Daerah.
2. SOP Penyampaian Laporan Keuangan. Pemerintah Daerah Badan Keuangan Daerah

1. ATK

2. Komputer.

3. Telephon/Faximile.
4. Printer.

Pencatatan dan pendataan :

"|Peringatan - :
Apabila Penyusunan laporan tldak dilaksanakan maka tidak bisa mengajukan GU/TU dan rekonsiliasi| Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .

laporan




»

: f n s : Z 3 Mutu Baku ] e
No.| ' TahapKegiatan e Kepala Badan v 1 e
g b, s ] Kemeng inspel isten Hi . Gubernur | Kepala BPKRL | ketuaDPRO Kelengkapan Waktu output Ketermaan
T ; T 3 5 e ; 3 R 10 At
Mengumpulkan , mengalisa, in-dan Bahan penyusunan laporan 1 Bulan {Laporan Keuangan SKi Wajib menyusun LK
|menyampaikan laporan keuangan satuan kerja Keuangan SKPD serta Surat (LRA, LO, LPE, Neraca dan SKPD tahun
‘| perangkat daerah kepada gubernur melalui Kepaia Pengantar Calk) serta Surat Pengantar sebelumnya, yang
*|Badan Keuangan Daerah setiap awal tahun yang terdiri dilakukan bulan Januari
“idari LRA, LO, LPE, Neraca dan CALK. di tahun berjalan
‘| Melakukan Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Laporan Keuangan SKPD (LRA,| 1Bulan |Konsep Laporan Keuangan
' |Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dari masing- LO, LPE, Neraca dan Calk) Pemerintahan Daerah Provinsi
{Keuangen Pomerintah Dasreh (LRA, LO: LPE, o R Ty LP-SAL, AK dan G k) s
euangan Pemeri rah (LRA, LO, LPE, Neraca, ] b A
{LP-SAL, LAK dan CALK) serta menyampaikan ke Surat Pengantar
“{Inspektur. * 5 S
Melakukan Review.atas LKPD unaudited sekaligus Konsep Laporan Keuangan 7 Hari  {LKPD unaudited, Laporan hasil
‘|memberikan rekomendasi untuk proses tandatangan Pemerintahan Daerah Provinsi review dan Surat Pengantar -
Bapak Gubernur. Jika ada perbaikan maka dikembalikan 3 NTT (LRA, LO, LPE,; Neraca, LP- -
. {ke Kepala Badan Keuangan Daerah untuk diperbaiki. e SAL, LAK dan CaLK) serta
E : . |Surat Pengantar
‘1 Setelah disempurnakan, maka selanjutnya disampaikan @ LKPD unaudited, Laporan hasil { 1 Hari |LKPD unaudited, Laporan hasil
~ ikepada Asisten Il untuk diperiksa. Jika setuju, memaraf] o review dan Surat Pengantar review dan Surat Pengantar
- {dan menyampaikan kepada Sekda. Apabila tidak setuju, in & : ‘
dikembalikan untuk diperbaiki.
5 |Memeriksa Konsep Laporan Keuangan Pemerintah LKPD unaudited, Laporan hasil 5Hari  |LKPD unaudited, Laporan hasil
S Sae::a::T: t’e‘a‘;ﬂg" untuk Selagx:nzat:ma;a'f dl:: Tidak - review dan Surat Pehgantar review dan Surat Pengantar '
| disa @l Sekda sebelum ndatangani ol
. |Gubernur.  Jika tidak setuju, dikembalikan untuk]
| diperbaiki.
‘|Memeriksa Konsep Laporan Keuangan Pemerintah {LKPD unaudited, Laporan hasil 5Hari  |LKPD unaudited, Laporan hasif
Daerah NTT unaudited untuk selanjutnya diparaf dan s review dan Surat Pengantar review dan Surat Pengantar
disampaikan ke Gubernu sebelum ditandatangani oleh - i -
Gubernur. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk )
diperbaiki. :
“IMembaca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) LKPD unaudited, Laporan hasil 1 Hari |{LKPD unaudited, Laporan hasil
unaudited serta memberikan petunjuk kepada Sekda. review dan Surat Pengantar . review dan Surat Pengantar
-1 Jika di setujui, ditandatangani dan siap dikiim ke BPK
Rl untuk di Audit. : s 18
Entry Meeting pemeriksaan BPK atas laporan Keuangan LKPD unaudited, Laporan hasil 45 Hari  |LKPD unaudited dan LHP BPK
‘|Pemerintah Daerdh unaudited sekaligus melakukan review dan Surat Pengantar Rl Perwakilan NTT serta Suat
|pemeriksaan atas. LKPD. Jika ada yang harus di 2 Pengantar
Klarifikasi maka _dikoordinasikan dengan Gubernur]
melalui BKeuDa. 5 3 : W ramni [RaN
{Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD unaudited dan LHP BPK. 3 Hari Secara teknis, akan
LKPD unaudited kepada DPRD melalui Sidang RI Perwakilan NTT serta Suat diatur oleh Sekretariat
Paripuma. Pengantar DPRD Provinsi NTT
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